PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI PEMBEBASAN
VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF BULGARIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS
OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)

DENGAN RAHMAT TUIAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mcnimbang : a. bahwa di Lombok, pada tanggal 19 November 2009 Pemerintah Republik
Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria mengenai Pembebasan Visa
Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Pasper Dinas (dgreement
between the Government of the Republic of Indonesia and the
Government of the Republic of Bulgaria on Visa Exemption for Holders
of Diplomatic and Serviee Passports), sebagal hasil perundingan antara
Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Bulgaria;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

perfu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;
Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1} dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI PEMBEBASAN
VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF BULGARIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS
OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTYS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang ¢ a. bahwa di Lombok, pada tanggal 19 November 2009 Pemerintah Republik
Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria mengenai Pembebasan Visa
Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement
between the Government of the Republic of Indonesia and the
Government of the Republic of Bulgaria on Visa Exemption for Holders
of Diplomatic and Service Passports), sebagai hasil perundingan antara
Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemeriniah
Republik Bulgaria;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud pads hurul a,
perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden:
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat-(1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; '
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomer 185,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);



Menetapkan :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEME-
RINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA
BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
BULGARIA ON VISA EXEMFPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC
AND SERVICE PASSPORTS).

Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Bulgaria mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang
Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement between the Government
of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of
Bulgaria on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service
Passports) yang telah ditandatangani pada tanggal 19 November 2009 di
Lombok, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Bulgaria,
dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam

Bahasa Indonesia, Bahasa Bulgaria, dan Bahasa Inggris sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam

Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

A car



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Diletapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 juni 2010
MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ted.
PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 79

Salinan sesual dengan aslinya
Deputi Sckrotaris Kaliinet

 Bidang Hukum,




REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK
DAN PASPOR DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintzh Republik Bulgaria, selanjutnya disebut
“Para Pihak”.’

MENIMBANG hubungan bersahabal yang terjalin antara kedua negara,

BERHASRAT untuk lebih memperkuat hubungan tersebut dengan memlasilitasi
kunjungan warga negara kedua negara ke masing-masing negara;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara,
TELAH MENYLETUJUI HAL-HAL scbagai berikut :

PASAL 1
PEMBEBASAN VISA

Warga negara Republik Bulgaria, yang memegang paspor diplomalik atau paspor
dinas vang masih berlaku, tidak wajib untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah
dan tinggal di wilayah Republik Indonesia untuk suatu jangka waktu yang tidak
melebihi dari 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak setiap tanggal masuk.

Warga negara Republik Indonesia, yang memegang paspor diplomatik alav paspor
dinas yang masih berlaku, tidak wajib untuk mempercleh visa uniuk masuk, transit
dan tinggal di wilayah Republik Bulgaria untuk suatu jangka wakiu yang tidak
melebihi dari 90 (sembilan pulul) hari dalam jangka wakuw 6 (enam) bulan, terhitung
scjak tanggal pertama masuk.

Masa berlaku paspor yang sah dari warga negara Para Pihak harus sekurang-
kurangrya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak lainnya.




PASAL 2
PEMBATASAN VISA

Warga negara masing-masing Pihak wzjib memasuki dan meninggalkan wilayvah negara
Pihak lainnya melalui tempat pemeriksaan perbatasan Pihak tersebul yang terbuka bagi laiu
lintas internasional.

PASAL 3
VISA UNTUK ANGGOTA MISI DIPLOMATIK ATAU KONSULER

Warga negara masing-masing Pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau
paspor dinas yang masih berlaku dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau
konsuler di dalam wilayah Pihak lainnya, termasuk anggota keluarganya yang menetap
bersamanya selama masa penempatan resmi dan pemegang paspor diplomatik atau dinas
yang masih berlaku, wajib dipersyaratkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang relevan di negara Para Pihak, untuk memperoleh visa masuk yang sesuai dari
Kedutaan Besar dari Pihak lainnya sebelum kedatangan pertama.

PASAL 4
PENANGGUHAN

Masing-masing Pihak dapat, setiap saat, menangguhkan sementara Persctujuan ini,
baik secara kescluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan nasional,
ketertiban umum atau kesehatan publik,

Pzngenalan dan pengakbiran kebijakan-kebijakan sebagaimana dinvatakan pada ayat
{1y Pasal ini wajib dikomunikasikan, melalui saluran diplomalik, kepada Pihak
jzinnya dan harus mulal berlaku dalam waktu 72 {tuiuh pulub dus) jam setelah
pencrimaan komunikasi tersebut,

PASALS
HAK PENOLAKAN

Salah satu Pihak memiliki hak uatuk menolak memberikan izin masuk alau mempersingkat
masa linggal setiap orang yang berhak atas pembebasan visa dan fasilitas-fasilitas
berdasarkan Persctujuan ini untuk alasan keamansn nasional, ketertiban umum atau
kesehatan publik, atau menimbang bahwa warga negara terscbut dinyatakan sebagai
frersona non gra!a.




PASAL S
PERTUKARAN CONTOH

Para Pihak wajib saling bertukar melalui saluran diplomalik dalam waktu 30 (tiga
pulub) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini contoh-contoh paspor diplomatik
dan paspor dinas yang berlaku.

Dalam hal pengenalan paspor diplomatik alau paspor dinas baru, serla modifikasi
terhadap yang telah ada, Para Pihak wajib saling menginformasikan secara tertulis.
melalui saluran diplomatik, mengenai setiap perubahan tidak lebih dari 30 (tiga
puluh) hari sebelum pengenalan resminya.

PASAL 7
KEHILANGAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN

Dalam hal warga negara salah satu Pihak kehilangan atau rusak paspor diplomatik atau
paspor dinasnya di wilayah negara Pihak lainnya, mereka wajib segera menginformasikar
pihak yang berwenang di negara penerima melalui misi diplomatik atau kantor konsuler
sesvai kewarganegaraannya. Misi diplomatik alau kantor konsuler dimaksud wajib
menerbitkan képada yang bersangkutan, sesuai dengan perundang-undangan negaranva,
suatu dokumen untuk kembali ke negara asalnya.

PASAL 8
PERLINDUNGAN TERHADAP PEMALSUAN

Paga Pihak wajib memberikan terhadap paspor  diplomatik  dan  paspor dinasnya
pengamanan dengan tingkat tertinggi techadap pemalsuan.

PASALY

HAK DAN KEWAJBAN BERDASARKAN TRAKTAT ATAU PERJANJIAN
LAINNYA

Tidak satupun dalam Persetujuan ini wajib mempengaruhi hak dan kewajiban darl masing-
masing Pihak yang timbul dari traktat-traktac dan perjanjian-perjanjian  internasional
lainnya dimana mereka, baik bersama-sama maupun secara terpisah, merupakan
penandatangan.

PASAL 18
PENYELESAJAN SENGKETA

Setiap perbedaan ataw sengkota yang timbul dari pelaksanaan atau ketentuzn-ketenivan
Persctujuan ini harus diselesaikan secara damai oleh Para Pihak melalui konsultast atau
perundingan,
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REPUBLIK INDONESIA

CIIOPA3ZYMEHHME
MERTY

NPABHTENICTEOTO HA PenySanka Huonesus
H

NpaBHTeNETBOTO Ha Penybinrka buiarapus
3a

0cBODOKAABANE OT BH3N Ha NPHTEKATEANTE HA AHNIIOMATHYECKH H
CAYKeOHH RACHOPTH

pasutencreoto Ha PenySauxka Huaonesws M npauTencTsoTo ha Ponybauxa
Br.arapua, Hapiuasy no-100y 3a gparkoet ,,CrpaHute”,

UMARKH  npenaus CBLICCTBYBALINTE NDHRTEICKH OTHOLUGHHS  MEHDy ABCTS
ABPRARK] |

KEJTAERKH  ponbauktenso ja YKPCNAT Te3d OTHOMICHMSA, YPC3  YJECHHBANC
TETYBAHWATA K& (PAKIAINTE OT ABETE ALP/KERH 10 BCAKA OT TAX,

B CBLOTBETCTBHME ¢ Z&elcTRalNMTC 7aKOHODBH M FOA3AKOHOGH AKTORE  1a
CLOTEETHHTE CTPAHH:

CE CTTIOPAZYMAXA 3a cnegsoTo:

YJEH 1

OCBOBOXKIABAHE OT BH3A
L. pamianate na Peiy@anka Bearapns, NpUTesasalll saIKeH AHTIOMATHUECKH niu
cavelen NacnopT He CC HYKTAsT OT BH3Z, 34 A4 BAW3AT, NPCMHHABAT TPAHIMT W
npedyiBasaT Ha TEPHTOPHATA HA PenyGauka MeacHEINd 32 CPOK He no-Teisr o1 30
/TpraeceT! Ay, CUMTAHO OT A3TATA HA BCAKQ CAHO BAMIANS,

2. [paxcianmnre na Peny@auka Munonesns, NpuTexasallly BatHagH IIIOMATHIECKH
Wi CRy®eGEH NACOPT HE ¢8 HYHKAAAT OT BW3d, 34 I8 RIMIAY, NPEMHHARAT TPAHIUT H
npebHBasaT Ha TEPUTOPHATA Ha PeuyBauka BLArapus 3a cpok He no-thanst ot 90
/MeRETACCET! IHH B PAMKUTE HA BCCKM § /WCT/ MOCCUA, CUMTARO OT A3TATA HA HEPBOTO
BNH3EHE,

3. CpoksT HA BAIRAHOCT HA NACNOPTa la rpaskhanite na CTpakuTe Tpadea fa witiua
([¢ [Q-PAHE OT 6 MECela, CHUTAHO 0T LATATA HA BRHIANS HA SHLETO 118 TEPHTOPHATA 112
upyrara Ctpana,




2. B cayyali Ha 1LBeRAANe HA HORM AMILIOMATHHECKH AR Ciy#eBiy nasnoprH, Kaxkto
U HE NMPOMEHEH B CHINECTBYBAUNTE, CTPRHKTE BIAHMHO C& HUPODMMPAT B IIHCMEH B
B0 AMIAGMATHYCCKH NLT 32 BCARA MPOMAHE HE N0-KbeHO 0T 30 frpuaecery muu npean
oBHIMANHOTO WM BBRERAAHE.

NEH 7
3ACYBBAHE HA INTACIIOPTH UJIH HA JOKYMEHTH 3A [TbTYBAHE

B cayuali, ue rpamuaik Ha gupasata bz efHa or CTpaduic 3ary0aT K oBpeast
AWTIOMATHYECKMTE CH HAM CRyweGHW NACTOPTH HA TEPHTOPMATZ HA ALPHRARATA HA
apyrata CTpaua, Te He3adapro yBCIOMABAT KOMNETCHTHWTE OPrady Hd NpHeMawara
ALPAEBA 4Ped LMNNOMATHHECKOTO MM KOHCYICKO HPCACTABHTCICTRO HA ALPWARATA,
YHITO rpaknany ca, ChOTBETROTO AUIOMATHHCCKO MY KOHCY/ICKD NPEACTABUTENCIBD
M3TARA 1A TOPECIICMEHATHTE AHILG, B CHOTBEICTBHE O JAKOHBOAATECTROTO 114 CROSTA
LOHPAKaBd, JOKYMEHT 38 328PLIIAHE B JEKABATA, YUHHTO IPAKIAHH Ca.

YAEH 8

3AULHTA CPEULY NIOANPABAHE
CTpauuTe OCHIYPABAT HAR-BICOKO HHBO HA 33LUHTA CPEILy NONPABHIE HA CBOMTS
AMIBOMATHYECKH W CTyReGHH NAacRopTH.

YIEH 9

NPABA ¥ 3AJBJIKEHAA TIO APYTH JOTOBOPY HIIH
CMOPAIYMEHU
Huemo B ToBa CnopasyMeilde He 3aCira npauata W 3aZLIASHHATA HA BCHKE OF
CTpanuiTe, DPOMITHYALIM OT APYTH MEKIYRAPONHH JOTOBOPH H CHOPAIYMEHMA, NO
KOMTD T€ 32CARO HAH TIOGTAIIHO €A CTPALLH.

YJIEH 10

PENIABAHE HA CTIIOPOBE
BeHukd pazkoriiacks WK COOpCRe, NPOXITRYAUM 0T NPHNATAHETO HE pAINOPEAdHTE Ha
nacTouoTe ClopasyMenns, ce pelasat o7 CrpanuTe B ayN HY TIPHATENCTEO Hped
KOHCYTTALAY MR IPSIOBOPY,

HJIEH 11

W3MEHEHHA ¥ JOULJTHEAM A
Tosa CriopusyseHHE MOME 0A CC 13N NO BIAMMHO AHCMCHO ChITACHE MEKIY
CrpaHnTe, M3MCHCHHETO BAKIA B CHIE B ChOTBETCTRHE ¢ PAINOPCASATa HY laparpap |
orT Uner 12 n cheTanapa Hepazleana uacT oT tosa CnopasymMeHye.




YJEH 12

BAH3AHE B CHJA, CPOX U IIPEKPATHABAHE
. Hactoauoro Cropasymerne Bausa § cuna 30 /rpriaccei’ AMKR 0T jarara sy
01 yHaBaHE RO JMIVIOMATHMCCKH BT Ha OQCACIHOTO AHCMEHD YRCOMIACHHAR, C KOETO
C'l'pmllfl“[‘f: B3WMHC CC YBCIOMABAT, MEC ¢4 HINBIAHEHH BCHHKH HIMCKBAHHL HA
HAUMOUANHWTE CH 3aK0NQAATENCTRA 24 BAMIANE B CHa HE Cl‘l()pil'.i}-’.\lClHrlC'l‘O‘

2. Topa CropasyMeHte Ce CHOUBA 33 CPOK OT 3 /NET/ rOSHHM K MOMKE A3 C& NOLHOBY
34 NOCEABALLY NIEPHOAN OT MET LOIMHH 70 RIAWMHO LHCMCHO cbraacHe Ha CrpailnTe,
AKO HHTE €HA OT THX He IO Npexpaty 110 JHMTOMATHHECKH BT NCCPSACTBOM MTHEMEND
yeenomnende po apyrata Crpasa 30 frpuaecer’ AHA DPCXM OUAKBAHATA JMT2 Ha
NPEKpPaTHBaHE.

B YBEPEHHE HA TOPHOTO pgonynoanwucausre, HalACKHD YIBAHOMOUEHH OT
CBOMTE NPEBHTEICTEA, TOANHCANA ToBa Cnopasynichue.

Werorseno b Jlowbox, Mumonens na 19 woemppy 2009 r.s nBa opurvnaum
EKIEMIAAPE, BCOKH E/IMH OT KOMTO Ha WHAonesdlicky, DBArapoxy M anriIMicku £3ux,
KATO BCHYKM TCKCTORE WMAT eAHAKNA cuna. B cayvall Ha pa3iMuMs NpH ThAKYBAHETO,
AHIITHACKHAT TEKCT 111€ Ce NONIBA C JIPEAHMCTRO.

SANIPABHUTEJCTBOTO 3A IIPABHUTEJACTBOTO
HA PEITYBJHKA HBICHEZNA HA PEHYBIHKA BLJTAPHA

B e S —
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Peruo JI. I1 Mapeyas Mapnn Pajiros *

['enepanen gupexrop 3aMCCTHRK-MHHHETRD
3a AmepiKka  Eppona HA BRHWHKTEC paboTH

B )Tienap'ramel‘-rra 33 RBHUIHY OTHOWCHNR




REPUBLIK INDONESLA

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
~ ON
VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC
AND SERVICE PASSPORTS

The Goverament of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of

Bulgaria, hereinafler referred to as “the Parties™.
CONSIDERING the existing friendly relations between the two countries;

DESIRING to further strengthen such relations by facilitating the travel of the two

countries’ nationals to each other country;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries;

HAVE AGREITD as follows;

ARTICLE 1
VISA EXEMPTION

. Nationals of the Republic of Bulgaria, holding a valid diplomatic or service
passport, shall not be required 1o obtain a visa to enter, transit and stay in the
territory of the Republic of Indonesia for a period of stay not exceeding 30 (thirty)
days, counted from the date of each entry,

. Natipnals of the Republic of lndonesia, holding & valid diplomatic or service
passport, shall not be required to oblain a visa to enter, transit and stay in the
territory of the Republic of Bulgaria for a period of stay nat exceeding 99 (ninety)
days within a period of 6 (six) months, counted from the date of first entry.

. The duration of passpori validity of nationals of the Parlizs shall be at least § (six)
months before entering the territory of the other Party,




ey

ARTICLE 2
YISA RESTRICTION

The nationals of the State of each Party shall enter inro and leave the territory of the

State of the other Pary through the border checkpeints of the said Party that are open
for internationzl waffic.

ARTICLE 3
VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC OR CONSULAR MISSION

Nationals of each Party who are holders of valid diplomatic or service passports and
assigned as members of diplomatic or consular mission in the territory of the other
Party, including their family members who reside with them for the term of their official
sojourn and hold valid diplomatic or service passporis, shalt be requived, in accordance
with the relevant laws and regulaiions of the Parties, 1o obtain appropriate entry visa
from the Embassy of the other Party prior to the first eniry.

ARTICLE 4
SUSPENSION

. Each Party may, at any time, temporarily suspend this Agregment, either in whole or
in part, with the reasons of national securiry, public order or public health.

. The intreduction and tenmnination of the measures stated in paragraph (1} of this
Asticle shall be communicated, through diplomatic channels, to the other Party and
shall enter into force within 72 (seventy two) hours after the receipt of such
communication,

ARTICLY. §
RIGHTS OF REFUSAL

Either Party reserves the right to refuse admission of entry or shorten the duration of
stay of any person entitled to visa exemption and facilities under this Agreement for
reasons of nalional security, public order or public health, or on account of said
nationals being declared a persona non grata,

ARTICLE ¢
EXCHANGE OF SPECIMEN

l. The Parties shall exchange through diplematic channels witiin 30 (thirty) days alter
signing of this Agreement the specimens of their valid diplomalic and service
passperts,

In case of introduction of new diplomalic or servicc passporis, as well as
modifications of existing ones, the Parties shall inform cach other-in writing,
through diplomatic channels, about anv changes not later than 30 {thirty) days prior
to their offteial introduciion.
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ARTICLE 7
1.OSS OF PASSPORTS OR TRAVEL DOCUMENTS

In casc that nationals of the state of one Party lose or damage their diplomatic or service
passports in the territory of the stale of the other Party, they shall immediately inform
the competent authorities of the receiving state through diplomatic mission or consular
office of the state of their nationality. The diplomatic mission or consular office
concerned shall issue to the aforementioned persons, in conformity with the legislation
of their state, a document for returning 1o the state of hisher nationality.

ARTICLE 8§

PROTECTION AGAINST COUNTERFEITING

The Pariies shalt provide their diplomatie and service passports with the highest level of
protection against counterfeiting.

ARTICLE ¢

RIGHTS AND OBLIGATIONS UNDER OTHER TREATIES OR
AGREEMENTS

Nothing in this Agreement shall affect the rights and obligations of either Party easuing
from other international treaties and agreements to which they, whether jointly or
separately, are signatories.

ARTICLE 10
DISPUTES SETTLEMENT

Any differences or disputes arising out of the implementation or the pravisions of this
Agreement shall be settled amicably by the Parties through consultation or negotiation.

ARTICLE 11
AMENDMENT

This Agreement may be amended by mutual writien consent of the Parties. Such
amendment shall enter inlo foree according to the provision of paragraph (1) of Article
12, and form as an integral part of this Agreement.

ARTICLE 12
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

This Agreement shall enter into force after 30 (thirty) days from the date of the
recelpt of the last written notification in which the Parties inform each other
through diplomatic channels that all requirements for entry into force of this

Agreement, as stipulated by their respective national legislation. have been
fulfilled.
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This Agreement shall remain in force for period of 5 (five) vears and may bz
renewed for further periods of 3 ({ive) vears by mutual consent of the Parties in
writing, unless cither Party decides 1o terminate this Agreement by giving written
nolice to the other Party through diplomatic channels 30 (thirty) days prior to the
cxpected fermination date.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized by their respective
Governments, have signed this Agreement.

Done in Lombok, Indonesia, on this 19" day of November in the year 2009, in two
criginals, each in the Indonesian, Bulgarian and English languages, all text being

cqually authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shail
prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA THE REPUELIC OF BULGARIA

e —

Retno L. P. Margudi Marin Raykov
Director Gencral for America and Europe Deputy Minister of Foreign Affairs
Department of Foreign Affairs




HIEH 12

BAN3ZAHE B CHIA, CPOK M HPEKPATHBAHLE
i. Hacrosuloto Cuopasymerde BIW3a 8 cxia 30 /rpriagced IHH 0T aarata Hu
f10:1YYABAHE FO THNNOMATHHCCKH TTRT Ha (OCICIHOTO AHCMERD YRUNOMICHHE, © KORTO
CrpannTe B3aMMHO CC YBGIOMARAT, Y€ €2 H3NBJHEHH BCHYUKH HIMCKBAHWA Ha
HALKOHANHHWTE CH 3AKONCAATENCTRE 22 BANIALC B CHAa Ha CnopazyMCHNCTO,

2. Tosa Crnopazymctie & CKIIOUBA 34 CPOK 0T 5§ /et roMimis 1 MOKe A2 o8 NORHOBK
32 NOCALABALLN NEPHOAH OT RET 'OAMHH MO B3AMMHO [THCMEUT Chraacde Ha CTpainTe,
AKQ BHTO €AHA OT THX H¢ I'0 DPEKPATH NO AHNTOMATHYECKH [k MOCPENCTBOM IHCMCHO
yeenomaesne a0 apyrata Ctpava 30 /Tpuzecet/ JHM NPCAM OUAKBAHATA JlaTa Ha
MpeKpaTABAHE.

B YBEPEHWE HA IOPHOTO aonynoankeassre, UALACKHO YAhIHOMOILEHH OF
CBOWTE NPABHTENCTRA, noanucaxa Tosa CnopaszyMenye,

Wstorseno 8 JlomGox, Mugonesns wa 19 woevppn 2009 r.s nea opuruianty
EKICMINIADS, BCEKH €AMH OT KOHTO Ha HHAOHE3IHHCKW, DLArapekK H aHITHHACKH €3HK,
K410 BCMHKH TEKCTORE MMAT eMilakpa cHia. 13 cayyall Ha pasanuya Apn ThAKYRAHETO,
AHTIMHCKIUAT TEKCT LLE €€ TIOAABA C IIPEAHMETRY,

3ATIPABHUTEJICTBOTO SANIPABUTENCTROTO
HA PENYLJIHKA HHIOHE3 HA PEOVYBIMKA I'LJTAPAA

Perro JI. IL Mapcyan Mapun Paficou

I"eHepanen jupexrop FANCCTHHR-MHHHCTh

3a Avepuka 1 Eapona Ha BLUEHHTE padoT

B JlenapraMeHTa 38 RhHLIHY OTHOWSIHS




